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Setelah lebih dari lima belas tahun reformasi dicanangkan di Indonesia, kenyataannya kondisi
hukum belumlah mampu memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat banyak,
disana-sini masih banyak terlihat ketidakadilan; tingkat kemuakan masyarakat terhadap penegakan
hukum sudah memuncak, terbukti tindakan anarkis, main hakim sendiri sikap apatis terhadap keadilan
sudah hampir sampai pada puncak nadir. Reformasi hukum yang dicanangkan Indonesia dalam era
reformasi adalah reformasi hukum yang berpihak kepada rakyat, dimana hukum itu dapat diterima oleh
mayoritas masyarakat, untuk itu hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu
reformasi hukum secara keseluruhan harus dimulai dengan membenahi mental dan kinerja aparatur
penegak hukum menjadi aparatur yang jujur adil, profesional dengan dilandasi nilai-nilai etika dan
moralitas yang tinggi.
Pendahuluan
Di dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum
bukan negara kekuasaan belaka (rechtstaat not machtstaat/^ adalah suatu komitmen yang sangat luhur,
ditambah lagi dengan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) adalah suatu keinginan
menempatkan hukum sebagai panglima di negara Indonesia, tiada kekuasaan yang melebihi tingginya
kekuasaan hukum (supremacy oflaw) dengan cita-cita akhir untuk menegakkan keadilan. Komitmen itu
diperkuat lagi di era reformasi, karena belajar dari pengalaman masa sebelumnya dimana hukum selalu
dijadikan alat kekuasaan.
Akan tetapi kenyataaimya tidaklah semua cita-cita luhur itu akan selalu terwujud seperti yang
dicita-citakan dan bahkan kadangkala dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan (utopia).
Fenomena hukum seperti itu merupakan implikasi dari kondisi penegakan hukum (law
enforcement) yang cenderung diskriminatif dan subjektif misalnya,sudah tidak asing lagi di dengar di
tengah masyarakat dalam berbagai lapisan tentang praktek-praktek dan pengalaman berhadapan dengan
mafia hukum pada setiap tingkat proses hukum, kolusi penegak hukum dalam perekayasaan proses
peradilan merupakan realitas sehari-hari yang sudah tidak asing lagi ditemukan dalam proses
penegakan hukum dinegeri ini. Ironisnya setiap kali pada saat dan setelah pelantikan pergantian jabatan
lembaga hukum pejabatnya selalu bersumpah demi tuhan untuk tidak menerima pemberian dari
siapapun juga yang diketahui atau diduga akan mempengaruhi jabatannya dan memberikan statement
bertekat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan juga supremasi hukum selalu dijadikan
retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye yang memberikan harapan
menyegarkan kepada masyarakat. Kenyataan sebaliknya yang setiap saat ditemukan pejabat pada semua
level dan tingkatan melakukan korupsi mulai dari yang kecil sampai pada yang besar, hampir tidak ada
lagi lini kehidupan birokrasi di Indonesia ini yang tidak terserang virus korupsi, tindakan kejahatan dan
kekerasan ditengah masyarakat sudah tidak menjadi hal yang asing lagi. Realitas ini mengingatkan kita
kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh filsuf besar Yunani Plato (427-347 SM ) yang
Selain istilah rechstaat, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah rule oflaw yang diartikan sama
dengan negara hukum, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang mengatakan:
" oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat
yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu harus diartikan dalam arti yang matQh\.Akan tetapi
dalam kesempatan yang sama di bawah sub judul inti Rule ofLaw, ternyata yang dibahasnya adalah inti
ngara hukum, hal ini dapat dilihat dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia, aalisis Yuridis Normatif
tentang unsur-unsurnya. Peneribit Universitas Indonesia, (lU Press, 1995 halaman 31-32. Tulisan
aslinya dapat dilihat dalam Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law, Bandung: Alumni 1976,
halaman 35-37.
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